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A B S T R A K 

PERMOHONAN DAN A K I B A T HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN 
YANG T I D A K D I C A T A T DI P E T U G A S P E N C A T A T NIKAH O L E H 

PENGADILAN AGAMA P A L E M B A N G 

R O R Y G O I R A H 

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. 
Sementara perkawinan yang dilakukan secara sirri, secara hukum akan 
menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi para pihak dikemudian hari. Tujuan 
Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengctahuan yang jelas 
tentang Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh 
Pengadilan Agama, permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah 
pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh 
Pengadilan Agama?dan Bagaimana akibat hukumnya apabila permohonan 
pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh 
Pengadilan Agama? 

Penelitian ini merupakan model penelitian hukum normatif dengan 
pendckatan kualitatif. Selain itu dilakukan iuga pendekatan kombinasi normatif 
dan dokuincr. dapat diambil kesimpulan : Pengesahan perkawinan yang tidak 
dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama, yaitu Permohonan 
Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami 
isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang bcrkepentingan dengan perkawinan 
tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempal 
tinggal dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan 
kepentingan yang jelas serta konkrit. Dan akibat hukumnya apabila permohonan 
pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh 
Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut atau nikah sirri tersebut tetap 
meninakan pemikahan yang tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 atau Kompilasi hukum islam. 

Kata KuDci: Pengesahan Perkawinan, Pengadilan Agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang memiliki 

kedudukan mulia dibanding makhluk lainnya Pada dasarnya manusia adalah 

mahluk sosia! sehingga manusia selalu bersama manusia lainnya dalam 

pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam 

masyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi manusia. Dari hubungan antara 

sesama manusia tersebut menimbulkan rasa saiing membutuhkan, 

menghormati dan menyayangi antara satu sama lain. Salah satu bentuk hidup 

bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu. dan 

anak >ang terbontuk karena perkav\inau. 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dalam Pasal I menegaskan bahwa : "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Kctuhanau Vang Maha Esa". Ha! :::: nicnunjukkan bah\\a pada akhinna 

perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun 

perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.'. 

^ Amiur Nuruddin. dan Azhari Akma! I'arigan, 2003, Ihikun, Perdafa Islam di 
Indoncsia-Siudi Krisis Perkembongan Hukum Islam dari Fikih.Vl! HI974 sampai KHI, 
Mizan Jakarta, hlm.45 
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Dengan adanya ikatan lahir dan batin sebagaimana termaksud dalam 

pasal I aval I perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum di samping 

perbuatan keagamaan yang memenuhi syarial islam. Sebagai perbuatan hukum 

karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau 

kcv.ajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan 

karena dalam pclaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari 

masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi 

aturan-aturan dalam perkawinan. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 

2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah : "Pemikahan 

yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gluilidzan untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." 

Agama Blam mcnckankan bctapa penting syarat sahn>a perkawinan 

terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu 

dihalalkan melakukan hubungan suami istri sehingga terbebas dari dosa 

perzinaan. Zina merupakan perbualan yang sangat kotor dan dapat merusak 

kehidupan manusia. 

Oleh sebab i tu, agama Islam menctapkan zina adalah perbuala:! dosa 

bcsar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan 

1 uhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana negara 

melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya, 

apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka 
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hukum islam sangat mempcngaruhi sikap moral dan kesadaran hukum 

masyarakatnya. 

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadikan agama Islam 

menggunakan azas atau tata cara perkawinan yang sederhana, dengan tujuan 

a fwn*' - ^ ̂  —'^ rtrt 4 l y 4 * ^ 1 r «r-k->I ^ W r t Iz i f B f d v -B ••^^ " o l - z1 o f 1 TV* r * o » - 7 t r i Q** n 
^<Xl i7^- ' ^ s V l U l i ^ «IU\t i \ t - O l J w«VUfl\. t 4 L 4 4 U t O l J O l U i ' 1 s.«0 J^O V J U > t t * l l ^ W A ^ W i l i l t i l i • 

Tata cara perkawinan yang sah dalam Islam adalah memenuhi 

Rukunnya. Sebagaimana yang lermuat dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV 

bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan : "Untuk melaksanakan perkawinan 

harus ada : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang 

saksi, (e) ijab dan kabul. Tata cara yang sederhana ini nampaknya sejalan 

dengan Undang-Undang No.I tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya 

akan disebut UU No.l Tahun 1974) pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : Perkawinan 

adalah sah apabila dilakukaii nicnuru; liukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya. Dari pasal Icrsebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi 

hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam 

perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang 

menghendaki demikian. 

Salah salu lala cara pc:h..̂ > ;..an )a::g ::.aaili kalliialaii sampai saat in! aJalah 
perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut 
sebagai Perkawinan Sirri (perkawinan dibawah tangan/ rahasia/ diam-diam), 
perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau Kyai dengan 
memenuhi rukun nikan, namun petKawinan ini tidak sampai dicatatkan di 
kantor yang berwenang.^ 

Dari bcrbagai pcraturan Hukum Islam yang ada, dapat kita amati bahwa 

pcraturan perkawinan yang sesuai dengan kaidah islam dan hukum positif yang 

^ Bcni Ahmad Sacbani, 2009. E/^/ i ,UH/7oAa/ia/, Mizan, Jakarta, him 84 
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berlaku adalah bertujuan untuk memuliakan baik suami maupun istri yang 

tcrikat dalam tali perkawinan tersebut. Akan tetapi fenomena perkawinan yang 

terjadi sekarang ini agaknya sudah banyak yang menyimpang dari aturan 

tersebut. Beberapa masalah perkawinan yang timbul antara lain seperti: 

Perkawinan sirri (kawin di bawah tang''"''^?c2r2 diam-d'am), talak (c'"^') 

dibawah tangan). serta pembagian harta bersama yang terdapat dalam 

perkawinan sirri tersebut apabila terjadi perceraian. 

Sesungguhnya bahwa perkawinan daiam agama islam sudah sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dengan 

syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempuma. 

Mcmang model perkaw inan menurut hukum Islam sudah dianggap sah, 

namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan 

ketentuan U U No. I tahun 1974 pasal 2 ayat 2 berbunji: "Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut pcraturan perundang-undangan yang berlaku". 

Jelaslah bahwa suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di 

kantor pencatat nikah sesuai dengan pcraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Tetapi pada kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia 

belum sadar hukum tentang pehilisanaan ivrkawinan. Sehingga masih ada 

beberapa warga masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan sirri tanpa 

menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang mereka lakuNan itu. 

Pcraturan }ang ketat mengenai perkawinan dalam bcrbagai pcraturan 

pcrundangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk tujuan yang positif, yaitu 

uniuk melindungi kcpentingan Warga Negaranya tersebut. Perkawinan yang 
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sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Semenlara perkawinan yang 

dilakukan secara sirri, secara hukum akan menimbulkan kerugian dan kesulitan 

bagi para pihak dikemudian hari. Istri yang dinikahi secara sirri akan 

mendapat perlakuan tidak sama seperti istri yang dinikahi secara sah, dan 

karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berh"'-

atas harta gono-gini dalam hal terjadi perceraian. Terhadap anak. statusnya 

menjadi anak luar kawin dan karenanya la hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta scwaktu-waktu ayahnya dapai 

menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah 

hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya. Jika suami meninggal 

dunia, maka isteri atau anak-anak keturunannya tidak memiliki hak untuk 

mewarisi harta suaminya. Ketentuan ini juga berlakujika isteri yang meninggal 

dunia. 

Penulis melihat berbagai fenomena yang terjadi dalam perkawinan sirri, 

sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan perkawinan sirri ini prosedur 

pclaksanaannya Icbih mudah dan biayanya Icbih murah. Selain itu, dari segi 

kultur pendidikan warga masyarakat yang melaksanakan perkawinan sirri 

masih cukup rcnJa!; ichingga pcngelaliuan warga mas>'arakatn\a pun ;erbatas. 

Dari beberapa uraian di atas timbul permasalahan yang harus dijawab 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat hukum yang 

ditimbulkannya. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat 

hukum. Begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pasti 

menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebul misalnya bagi 
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pasangan suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta 

benda dalam perkawinan. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti 

lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang dan 

dalam skmipsi Ini, dengan judul : PERMOHONAN DAN 

AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK 

DICATAT D! PETUGAS PENCATAT N I K A H OLEH PENGADILAN 

AGAMA PALEMBANG. 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas 

Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama? 

2. Bagaimana akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan 

yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan 

Agama? 

C . Ruang Lingkup dan Tujuan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan \ang dibahas, maka \ang menjadi t i l i k bcrat pembahasan 

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Pengesahan dan akibat 

hukum perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh 

Pengadilan Agama. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 
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1. Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh 

Pengadilan Agama 

2. Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak 

dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama 

1. Perkawinan Sirri merupakan salu istilah yang dibcntuk dari dua kata, yaitu 

nikah dan sirri. Kata nikah daiam bahasa Indonesia yang merupakan kata 

serapan dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yankihu, nikahan. Yang artinya 

adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri 

(dengan rcsmi).^ Dan kata sirri adalah salah satu kata Bahasa Arab yang 

berasal dari sirran aiau sirriyun. Secara etimologi kata sirran berarti 

secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan 

kata sirriyun berarti sccara rahasia, sccara sembunyi-sembun>i, atau 

misterius.'' 

2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 menyatakan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

)ang baliagia Jan kcka! berdasarkan Keliihanan Yang Maha Tsa. 

3. Nikah menurut bahasa ( Etimologi ) yaitu : " berkumpul menjadi satu, 

Nikah mcnurui syara' ( terminologi) yaitu: " Suatu akad yang berisi 

pcmbolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lapaz Inkahin 

^ Oepartemcn Pendidikan dan Kcbudayaan, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
liataiPustaka. Jakarta, hln. fil4 

Abdurrahman Ai-Ja/,iri. 2004. Kilah al-Fiqh ala Mazahib al-Arba ah. Juz IV. Dar 
al-Pikr, Kairo Ihlm.278 
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karena adanya persoalan status hukum atas terjadinya perkawinan sirri.. 

Ditinjau dari sudut metode penelitian hukum pada umumnya, sludi ini 

merupakan studi hukum normatif yang hanya ditujukan pada pcraturan 

perundang-undangan tertulis. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data normatif dengan 

menitikberatkan pengkajian terhadap bahan hukum primer, oahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Maka jenis data yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer.' yang 

berupa bahan hukum, serta pcraturan perundang-undangan. 

b. Sumber Data 

Penelitian ini dilaksanakan guna memperoleh data \apg 

diperlukan meialui pengkajian terhadap: 

a. Bahan hukum primer, yaitu ; 

- Hukum Islam 

Hukum dan Pcraturan Pcrundangan tentang Perkawinan 

T'ndang-Undang No 1 tahun 1974 Icn'ang Perkawinan 

- Kompilasi Hukum Islam. 

b. Bahan hukum Sekunder yaitu : 

- Kitah Undang-Undang Hukum Perdata 

^ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 66 
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Pcraturan Pcrundangan dan Pcraturan Pcmerintah yang berkaitan 

dengan pelaksanaan llukum Perkawinan di Indonesia 

Undang-Undang Perlindungan Anak 

Buku-buku, literatur, artikel. makalah, dan tulisan-tulisan yang 

berkaitan dengan Perkawinan Siri. 

c. Bahan hukum tersier yaitu : 

- Ensiklopedi, kamus, jumal hukum, media massa, dan lain- lain, 

sebagai penunjang. 

Data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah data hasil 

wawancara kepada pihak Hakim atau Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Palembang. 

3. Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan study dokumentasi dengan langkah-Iangkah yaitu; mengumpulkan 

seluruh dokumen pcraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, lalu 

mengklasifikasi pcraturan perundang-undangan tersebut untuk kemudian 

ditelaah dan dihubungkan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya 

dilakukan penafsiran dengan menggunakan metode gramatikal. ckstcnsif. 

sitemastis dan analogis. 

4. Analisa Data 

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode content analysis. Menurut Weber metode content analysis merupakan 

metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk 
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menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Atas dasar 

itu. metode analisis ini Icbih banyak dipakai unluk meneliti dokumen dalam 

bentuk teks untuk memahami makna, signifikan dan relevansinya. Menurut 

Bisri berdasarkan karakteristiknya yang demikian rupa, metode content 

analysis ini inpa danat digunakan untuk melakukan penelitian terhadap teks 

pcraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Adapun kerangka kerja metode content analysis dalam penelitian ini 

adalali seluruh pcraturan perundang-undangan yang telah diklasifikasikan pada 

tahap pengumpulan data akan diseleksl kembali secara detail dan akurat, lalu 

memahami makna teks-teks pcraturan perundang-undangan yang telah 

terseleksi tersebut dengan cara mcnafsirkann\a berdasarkan pendekatan logis 

dan yuridis. Selanjutnya untuk mcMhat keterkaitan dan relevansinya antara satu 

dengan lainnya. Kemudian mendeskripsikannya dengan tetap merujuk kepada 

kerangka analisis, lalu menarik kesimpulan dari seluruh tahapan analisis guna 

menjawab pertanyaan penelitian. 

F . Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bah dengan sistematika scbagai berikut: 

Bab I , merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

PemiuSu.ahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

i,exy Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakaiya. Bandung. 
him 143 
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Bab I I , merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun I'crkawinan 

Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, Peneatatan Perkawinan, Kompetensi 

Pengadilan Agama 

Bab t ' l meninakan pembahasan yang herkaitan dengan Pengesahan 

perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan 

Agama dan Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan 

yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama 

Bab IV beiisikan Kesimpulan dan saran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perkawinan 

Sudah menjadi kodrat bahwa antara dnq nrann manusia Hengan jenis 

kelamin yang berbeda, ada daya saiing menarik satu sama lain untuk hidup 

bersama membina suatu rumah tangga. 

Hidup bersama seperti dimaksud menjalin hubungan kekeiuargaan dengan 
anggota kerabat kedua belah pihak. Karenanya dibutuhkan pcraturan mengenai 
syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup 
bersama itu dan "peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, 
yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki seorang perempuan, yang 
memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam pcraturan tersebut.^ 

Subekti menyatakan bahwa "perkawinan ialah pertalian yang sah antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.'*' 

Berdasarkan rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa makna dari 

"perkawinan" bukan sekedar hidup bersama antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dipandang dari sudut untuk memenuhi kebutuhan biologis 

semata-mata, tetapi pertalian yang melandasi terjadinya hidup bersama itu 

hendaklah "sah" daiam arti dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan 

peraturan. Peraturan yang mengatur tentang perkawinan, disebut Hukum 

Perkawinan. 

Wirjono Prodjodikoro, 2000, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur, Bandung, 
him. 7. 

Subekti, 2003, Pokok-pokok Dari Hukum Perdata. Intermassa, Jakarta, him. 11. 
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keberatan calon mempelai pria diwakili maka akad nikah tidak boleh 
dilangsungkan. Hukum Islam sang pada umumnya berlaku di Indonesia, 
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di icmpat 
kediaman mempeh'i, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab qobul 
dalam bentuk akad nikah.'' 

Moh. Rifai merumuskan arti dari perkawinan adalah sebagai berikut; " 

Pemikahan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan 

] 2 

kewajiban antara keduanya." 

Seperti dulam firman Allah SWT. QS. An-Nlssa (3) yang artinya, " 

Maka kawiniiah pcrempuan-perempuan yang kamu sukai satu. dua, tiga, empat 

tetapi apabila kamu tidak dapat berlaku adil hendaklah satu saja." 

Menurut Imam Asy-Syafi"I, nikah adalah "mengadakan perjanjian 

perikatan" sedangkan Imam Abu Hanafi. nikah adalah "wathaa atau setubuh.'^ 

Dalam bukun>a "0"tlinc Of Muhammad Law" (pokok-pokok hukum islam), 

Asaf A.A Fuzee menerangkan bahwa perkawinan itu mengandung tiga aspek, 

yaitu aspek hukum. aspek sosial, aspek agama. 

a. Aspek Hukum 

Perkawinan adalah suatu perjanjian perkawinan, dimana perjanjian 

itu mempunyni tig.i karaktcr khusus. yaitu : 

" Zahry Hamid, 2002, Pokok-pokok Hukum Perkawinan islam dan Undang-undang 
Perkawinan di Indonesia, Bina Clpta, Jakarta, him. 30. 

Moh. Rifai. 1998, Faqih Islam,, Toha Pulra, Semarang, him. 543. 

" Llli Rasjidi. 2(MM. Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan 
Indonesia. Remaja Rosdakarya, Bandung, him. 2. 
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1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa ada unsur sukarela kedua belah 
pihak. 

2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikal persetuiuan 
perkawinan itu saiing mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian 
tersebut berdasarkan kesatuan yang sudah ada hukumnya. 

3. Perseiujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak 
dan kewajiban masing-masing pihak.''* 

b. Aspek sosial 

Perkawinan mempunyai art! penting karena masyarakat berpendapat 

bahwa orang yang sudah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan 

yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin, mereka diberikan 

kedudukan sosial yang tinggi dan bagi mereka yang sudah menikah 

mendapatkan hak-hak tertentu serta dapat melakukan tindakan hukum dalam 

berbagai lapangan, yang tadinya segala tindakaunya terbatas, karena 

memilih harus dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya. 

c. Aspek agama 

Soemiyati mengatakan sebagai berikut: "Perkawinan tidakiah hanya 

sebagai persetujuan biasa meiainkan persetujuan suci dimana kedua belah 

pihak dihubungkan menjadi suami istri menjadi pasangan hidupnya 

dengan menggunakan nama allah."'^ 

Jadi menurut ajaran agama Islam perkawinan itu tidak dibuat sebagai 

perjanjian biasa akan tetapi sesuatu yang sangat sakral, karena mereka 

menggunakan nama Allah, SWT. 

'* Socmiyali. 2004, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 
1974, Yogyakarta. hliii. 2. 

'DWii; hlm.l2. 
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Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. 

Dalam pengertian yang luas, perkawinan adalah merupakan suatu 

ikatan lahir antara dua orang, LH-lnWi Han nprfmnnan untuk hiHim Kersama 

dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut 

ketentuan-ketentuan syariat Islam. 

B. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor I 

Tahun 1974: 

1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon 

istri. berarti tidak ada paksaan didalam perkawinan; 

2) Pada asasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan 

begitu juga sebaliknya, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan 

Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih 

dari satu dan harus ada izin dari istri pertama adanya kepastian dari 

pihak suami ti.-ihwn mamnn incnjarnin kcper'iian-kepcrluan hidup istri-

sitri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak merekit. 

3) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 

(enam belas) tahun. 
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4) Harus mendapat izin dari masing-masing kedua orang tua mereka, 

kecuali daiam hal-hal tcrlcnlu dan calon pcngantin telah berusia 21 

(dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapal dispensasi dari 

Pengadilan Agama apabila umur para calon pengantin kurang dari 19 

dan 16 tahun. 

5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang 

berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke 

atas; berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu 

antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara 

seorang dengan antara neneknya; berhubungan semenda, yaitu mertua 

dengan anak l i r i , mcnantu dengan ibu atau bapak tiri , perhubungan 

suasana bibi atau paman susuan. Berhubungan saudara dengan istri 

(ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri. dalam hat seorang 

suami beristri, lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh 

agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larangan kawin. 

6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali 

dispensasi oleh pengadilan 

7) Seorang yang telah ccrai untuk kedua kalinya. maka dnntara 

mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. sepanjang hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan 

tidak menentukan lain. 

8) Seorang wanita yang diperkawinannya terputus untuk kawin lagi telah 

lampau tenggang waktu tunggu. 
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9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang 

dialur oleh peraturan pcmerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pcraturan 

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang peneatatan nikah, talak 

dan rujuk (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. akad nikah dilakukan oleh wali sendiri 

atau diwalikan kepada Pengawai Peneatatan Nikah atau P3NTR atau 

orang Iain yang menurut Pengawai Pencatat Nikah (P3NTR) dianggap 

memenuhi syarat. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tidak jelas 

mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orang 

tua apabila calon pengantin baik laki-laki maupun wanita yang belum 

dewasa atau dibawah 21 (dua puluh satu) tahun apabila sudah dewasa 

atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ke atas tidak lagi diperlukan 

izin dari orang tua 

1. Rukun perkawinan 

a. Calon mempelai pria dan wanita 

b. Wali dari calon mempelai wanita 

c. Dua orang saksi (laki-laki) 

d. Tjab vaifu ucanan pcnyerahan calon mempelai wanita dari walin>'a atau 

wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. 

e. Qobul yaitu ucapan penerimaan pemikahan dari calon mempelai 

pria/walinya. 

2. Sebab-sebab yang membatasi perkawinan 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 
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b. Perempuan yang dikawininya temyata kemudian diketahui masih 

menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya); 

c. Perempuan yang dikawininya masih iddah dari suami lain; 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur; 

e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksankan oleh wali 

yang tidak bcrkepentingan; 

f. Perkawinan yang dilaksankan dengan paksaan; 

g. Pembatalan perkawinan karena kurang atau rusaknya salah satu 

beberapa rukunya, seperti murtad suami atau istri. 

C. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan 

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 tujuan 

perkawinan adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagian yang dicapai 

bukanlah bersifat sementara, akan tetapi kebahagian yang kekal dan abadi, 

yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut." 

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah pemikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat ataii mitsagan gbalizan untuk menaati ncrintah Allah 

dan melakukannya merupakan ibadah.'^ Berarti yang menjadi dasar suatu 

perkawinan, :>ckurang-kurangnya menurut pandangan islam adalah : 

1. Ibadah jasmani memenuhi perintah dan anjuran Tuhan. 

2. Akad atau perikatan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qobul yang 
dilaksanakan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat. 

Zahry Hamid. Op. Cil, him. 49 
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3. Ikatan jasmani dan rohani, dalam arti mewujudkan kehidupan yang 
selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah 
tetapi juga bhatiniah. 

Hakekatnya azas perkawinan itu dibedakan dalam : 

1. Azas monogami yaitu perkawinan antara sesorang suami dan seorang 

istri. 

2. Azas poligami yaitu perkawinan seoiang suami dengan banyak istri. 

Pasal 3 Undang-undang Perkawinan Nomor I lahun 1974 mengatakan: 

(1) Pada azasnya Undang-undang perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami. 

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri 
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. 

Ungkapan dalam ayat (1) ketentuan tersebut di atas jelas menunjukkan 

bahwa Undang-undang Nomor I tahun 1974 menganut azas monogami karena 

pada hakekatnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Tetapi 

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 membuka kemungkinan bagi seorang 

suami untuk melakukan poligami seperti tercermin daiam Pasal 3 ayat (2) 

sehingga dikatakan sebagai monogami terbuka. 

Pengertian azas monogami terbuka. karena di kaitkan dengan 

kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami. Walaupun demikian 

menurut Pasal 3 ayat (2) Undang .:adang Nor..o: I Tahunl974 apabila seorang 

suami hendak melakukan poligami harus memenuhi berbagai persyaratan 

tertentu karena di antaranya karena hukum dan agama yang bersangkutan 

menginginkan dan diputuskan oleh pengadilan. 
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Diantara tujuan perkawinan yang Iain adalah untuk menanamkan rasa 

cinla dan kasih sayang dalam keluarga, rasa cinla dan kasih sa\ang itu 

diharapkan tertanam pula dalam masyarakat. Tujuan tersebul akan tercapai 

apabila suami istri tersebut selalu hidup rukun dan damai dalam berumah 

tangga. 

Sedangkan perbedaan pokok antara hukum islam dengan Undang-

undang Nomor I Tahun 1974 hanya disebutkan garis besamya saja, sedangkan 

dalam hukum Islam disebutkan secara terperinci, misalnya : 

1. Menaati perintah A L L A H SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan 
karena hidup beristri, bemmah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 
Sunnah beliau. 

2. Memelihara pandangan mala, mententramkan jiwa, memelihara nafsu 
seksualita, menenangkan flkiran, membina kasih sayang serta menjaga 
kehormatan dan kepribadian. 

3. Melaksanakan pembangunan materil dan spiritual dalam kehidupan 
keluarga dan rumah tangga sebagai sarana ter.vujudnya keluarga 
sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa. 

4. Memelihara dan membina kwalitas dan kwantitas keturunan untuk 
memelihara kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam 
rangka pembinaan mental dan spiritual dan fisik materil yang dirhidoi 
A L L A H Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Mempererat dan memperkokoh tali kekeiuargaan antara keluarga suami 
dan keluarga istri scbagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat 
yang aman dan sejahterah lahir batin dibawah naungan Rahmat A L L A H 
Subhanahu wa l a'ala." 

Dalam Undang-undang Nomor! Tahun 1974 tujuan perkawinan seperti 

tersebut diatas tidak dicantumkan semua, karena sudah mencakup semua di 

dalam tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 itu. 

" Ibid, him. 2. 
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Yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha lisa. 

Perkawinan dapat dibalalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sebeium dilaksanakannya suatu 

perkawinan perlu di adakan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu. untuk 

memperoleh keyakinan serta bukti nyata bahwa semua syarat-syarat 

perkawinan yang diperlukan telah lengkap serta tidak terdapat hai-hal yang 

menghalangi perkawinan. Jika temyata syarat-syarat perkawinan belum 

lengkap atau masih tcidapat penghalang-penghalangnya, maka pelaksanaan 

perkawinan wajib dicegah melalui prosedumya. 

Jika temyaia telah terjadi suatu perkawinan itu tidak sah, baik karena 

tidak dipenuhinya rukunnya ataupun karena tidak dipenuhinya syaratnya, maka 

ditempuh hal-hal sebagai berikut: 

1. Perkawinan dimaksud seketika menjadi batal dan wajib dibatalkan 
segera setelah diketahui tidak sahnya perkawinan itu, baik usul inisiatil 
suami atau istri yang bersangkutan, atau oleh pejabat yang berwenang 
untuk itu, atau oleh siapa saja yang mengetahuinya. 

2. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan 
yang tidak sah, baik sebeium terjadi persetubuhan maupun sesudahnya. 
Untuk menjaga wathi subhat antara suami istri dilarang seketika 
diketahui t idaf eihnyn perkawinan. suami istri dilarang berkijmpul 
terlebih dahulu, sambil menunggu penyelesaian perkaranya. 

3. Jika perkawinan tidak sah itu telah didaftarkan ke daftar nikah 
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan dilakukan peneatatan itu sebagai 
kekhilafan, kurang teliti dalam pemeriksaan, keterangan palsu dan 
sebagainya, maka Pegawai peneatatan Perkawinan yang bersangkutan, 
atau Kepala Kantor Umsan Agama yang berwenang dihamskan secepal 
mungkin menyampaikan perkaranya itu kepada Pengadilan Agama atau 
pengadilan yang serupa dan sederajat. 

4. Yang bersangkutan suami, istri, wali, saksi atau yang mempunyai urusan 
langsung dengan perkawinan itu, dapat pula mengajukan perkaranya itu 
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ke I*engadilan Agama atau pengadilan yang serupa dan sederajat dengan 
itu yang mewilayahinya, kemudian Pengadilan ini diharuskan 
memeriksanya, apabila syarai-syarat pcngaduan telah dipenuhi. 

5. Tuntutan-tuntutan terhadap kekhilafan atau keterangan-keterangan palsu 
dan sebagainya yang menjadi sebab tidak sahnya perkawinan, oleh yang 
berkepentingan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang 
mewilayahinya. 

^ JLka terjadi perkawinan itu tidak sah karena kekhilafan dan ketidak 
tahuan atau tidak sengaja, yang bersangkutan tidak dipandang tidak 
berdosa, tidak dipandang bersalah, dan jika telah terjadi persetubuhan, 
maka persetubuhan itu dipandang wathi syubhat, tidak dipandang setelah 
pembatalan wajib beriddah, anak yang dilahirkan bukan anak zina dan 
nasabnya dipertal:l:an kepada ayah dan ibunya. 

7. Perkawinan yang lidak sah dan terjadi karena kesengajaan, seperti 
dangan mernberikan keterangan-keterangan bohong. saksi palsu. atau 
surat-surat palsu. jika belum terjadi persetubuhan maka perkawinan 
wajib dibatalkan, tidak wajib beriddah, yang memalsukan atau memberi 
keterangan bohong itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan 
tuntulan pidana, jika telah terjadi persetubuhan, disamping perkawinan 
itu dibatalkan dan yang yang bersangkutan dikenakan tuntutan pidana, 
persetubuhan itu dipandang sebagai berzina, dikenakan hukuman zina, 
nasab anak tidak bica dipcrtalikan dengan ayahnya, hanya dipertalikan 
kepada ibunya.'^ 

Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Pasal 23, yang dapat 

mengajukan Pembatalan Perkawinan yaitu : 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 
b. Suami atau istri. 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan . 
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang mi dan 

setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus. 

Jadi, pihak pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan adalah sebagai berikut: 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 

md. him. 50 
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2. Suami atau istri 

3. Pejabat yang berwenang 

4. Pejabat pengadilan. 

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri 
2. Suami atau istri 
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 

Undang-undang 
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 

rukun dan syarat dalam perkawinan menurut hukum islam dan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67. 

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan 

(Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non muslim) di 

dalam dacrah mana perkawinan telah berlangsung atau di tempat tinggal 

pasangan (suami / istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari 

pasangan suami atau istri tersebut. 

Pemberlakuan pembatalan perkawinan, batalnya perkawinan dimulai 

setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 

berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan pasal 28 Undang-

undang Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut 

terhadap: 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap 
harta bersama. 

c. Orang-orang ketiga lainnya (selain anak, suami dan istri) sepanjang 
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebeium keputusan 
tentang pembatalan mempunyai kekuatan yang tetap. 
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I). Peneatatan Perkawinan 

Apabila lerdapat halangan perkawinan karena persyaratan seperti di alas 

belum dipenuhi. maka hal iiu segera diberitahukan kepada calon mempelai, 

kepada orang tua atau wakilnya (Pasal 7 Ayat (2) PP No.9/ 1975). 

Perkawinan itu baru dapa* dilanesungkan <̂ etelah hari kesenniuh 

sejak diumumkan (Pasal 9 PP No. 9/1975). Ketentuan ini maksudnya untuk 

mernberikan kesempatan kepada pihak ketiga, guna mengajukan keberatan dan 

memohon pencegahan perkawinan, apablia ia berpendapat bahwa perkawinan 

tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapatnya halangan atau salah satu 

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

Pencegahan harus diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hulmm 

tempat perkawinan itu dilaksanakan dengan memberitahukannya kepada 

pegawai pencatat. yang pada gilirannya membcitahiikan hal tersebut kepada 

calon mempelai (Pasal 10 PP No.9/1975). 

Dengan memperhatikan tatacara dan ketentuan perkawinan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. maka perkawinan 

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencabut Nikah dan dihadiri oleh dua orang 

saksi (Pasal 10 PP No.dJO''^). 

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, 

maka aqad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau ya..g mewakilii.^u. Setelah 

aqad nikah dilakukan maka kedua mempelai menanda tangani akta perkawinan 

yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. kemudian diikuti oleh dua 

orang saksi dan wali nikah. Dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama 



27 

islam, penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

yang bersangkutan (Pasai 11 PP Nomor 9 Tahun 1975). 

Bagi umat islam dasar yuridis peneatatan perkawinan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 

mengatur tcn'ang Peneatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 1954 berisikan tentang berlakunya Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1946 yang berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan b,*gi 

yang bukan beragama Islam dilakukan di Kantor Catalan Sipil. 

Akte Perkawinan itu oleh Pegawai Pencatat dibuat rangkap dua, satu 

rangkap disimpan oleh Pegawai Pencatat dan salu rangkap lagi diberikan pada 

Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada. 

Terhadap suami Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 

13 PP No.9/1975). Dan kutipan ini merupakan bukti otentik bagi masing-

masing suami istri. 

E . Kompetensi Pengadilan Agama 

Pada dasarnya ada tiga hal yang mendasar yang diuhah dalam I ' U No.7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu mengenai kewenangan, 

pembinaan dan hak opsi. Jika pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, 

Pengadilan Agama hanya berwenan memeriksa perkara perdata tertentu 

dibidang prkawinan. kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sodaqah vide 

pasal 2 dan Pasal 49 ayat ( 1 ) UU No.7 Tahun 1989, kini kewenangan tersebut 



28 

dperluas, kata " Perdata " pada pasal 2 dihilangkan sehingga berbunyi " 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini Sedangkan pada pasal 49 

ayat ( 1 ) UU No.7 Tahun 1989 diubah sehingga berbunyi ; " Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara ditingkat pertama antaa orang-orang yang beragama Islam dibidang ; 

a.perkawinan , b. Waris, c.wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g infaq, h. 

Shodaqah dan i . Ekonomi syari'ah. 

Ketentuan pasal 2 dan pasal 49 ayat ( 1 ) UU No.3 Tahun 2006 tersebut 

mengandung tiga makna sekaligus ; 

Pertama : Peradilan Agama tidak lag! semata-mata hanya mengadili 

perkara-perkara perdata saja tetapi memungkinkan untuk memeriksa perkara 

pidana sejauh diatur dalam peraturan perundang-undangan ; 

Kedua : Kewenangan sebagaimana tersebut daiam pasal 49 ayat ( 1 ) 

lebih luas dengan dimasukkannya ekonomi syari'ah sebagai salah satu 

kewenangannya dan ; 

Ketiga : Pa'̂ al 49 avat ( 1 ") ini juga •sekaligus menghapus hak opsi ( 

pilihan hukum) dalam sengketa waris, artinya sengketa waris yang terjadi 

diantara orang-orang yang beragama Islam, harusdiselesaikan di Pengadilan 

Agama, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum U U No.7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang menyatakan "para pihak sebeium berperkara 
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suramnya, yang berlangsung selama lebih dari satu abad, menuju masa 

kecemerlangan dan kejayaan. Politik hukum Pcmerintah yang semakin 

akomodatit^ terhadap kebutuhan hukum umat Islam dan suasana kehidupan 

masyarakat yang semakin kondusif, merupakan faktor-faktor pendukung yang 

sangat menggembirakan 

Seiring dengan perjalanan dan pcrkembangan Peradilan Agama dari 

masa kemasa, mulai dari tahun 1882 sampai dengan sekarang ini, kewenangan 

Peradilan Agama selalu ucrtambah dan luas sesuai dengan kondisi pada saat 

itu. Untuk itulah walaupun pada uraian sejarah peradilan terdahulu sudah ada 

bayangan kewenangan dari Peradilan Agama, namun untuk jelasnya Penulis 

akan menge'ompokkan kewenangan Peiadilan Agama sebagai berikut; 

1. Kewenangan berdasarkan stadblaad 1882 No. 152 sebagai berikut; 

a. Hukum perkawinan ; 

b. Hukum kewarisan ; 

c. Hibah ; 

d. Wasiat; 

e. Infaq ; 

f. Shodaqah 

g. Dan Iain-Iain. 

2. Kewenangan berdasarkan Stadblaad 19^ 7 Nomor 6 i i scbagai berikut; 

a. Nikah Talak dan Rujuk. (NTR ) saja ; 

b. Selainnya dimasukkan kedalam Landraad. 

3. Kewenangan berdasarkan UU No.l Tahun 1974 scbagai berikut : 
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a. Izin beristeri lebih dari seorang ; 

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum berusia 21 

tahun dan dalam hal orang tua/'wali/keluarga dalam garis lurus ada 

perbedaan pendapat; 

c. Dispensasi kawin ; 

d. Penolakan pekawinan oleh PPN ; 

e. Pembatalan perkawinan : 

f. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami/ isteri; 

g. Percerian karena talak ; 

h. Gugatan perceaian ; 

1. Penyelesaian harta bersama ; 

j . Mengenai penguasaan anak ; 

k. Ibu dapat memikul hi.iya pcmcliharaan dar pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya ; 

I . Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 

m. Putusan tentang atau tidaknya seoang anak ; 

n. Putusan tentanu pencaNitan kcknnsaan orang tua : 

o. Pencabutan kekuasaan w a l i ; 

p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekua.»..an 

orang tuadtcabut: 
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q. Mcnunuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 

18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. padaha! tidak ada penunjukan 

wali oleh orang tuanya ; 

r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 

menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah 

kekuasaannya ; 

s. Penetapan asal usul seorang anak ; 

t. Putusan tentang hal penolakan pcmbcrian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 

u. Pemyataan tentang sahnya perkawinn yang terjadi sebeium U-U No.l 

Tahun 1974 dan dijalankan menurut oeraturan yang lain. 

4. Kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai berikut 

a. Hukum Perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU No.l Tahun 1974 : 

b. Kewarisan sebagaimana tersebut dalam KHI ; 

c. Hibah dan wasiat; 

d. Infaq dan shadaqah ; 

5. Kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai 

berikut-

a. Perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU No.l Tahun 1974 ditambah 

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ; 

b. Kewarisan sebagaimana tersebut daiam UU No.7 Tahun 1989 ditambah 

kewenangan Penetapan ahli waris tanpa sengketa ; 
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c. Waqaf sebagaiama tersebut dalam UU No.41 Tahun 2004 ttg.waqaf dan PP 

No.27 Tahun 1977 dan K H I ; 

a) Hibah ; 

b) Wasiat; 

c) Zakat: 

d) Infaq dan sodaqah dan ; 

e) Ekonomi syari'ah meliputi a. Perbankan syari'ah , b.Lembaga 

keuangan Mikro syail'ah, c. Asuransi Syari'ah, d. Reasuransi Syari'ah, 

e. Reksadana Syari'ah, f. Obligasi dan surat berharga berjangka 

menengah syari'ah, g. Sekuritas syari'ah, h. Pembiayaan syari'ah, i . 

Pegadaian syari'ah,]. Dana Pensiun Lemabaga Keuangan syari'ah dan 

k. Bisnis syari'ah. 
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BAB HI 

PEMBAHASAN 

A. Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah 

oleh Ppn«»Hilan Apama 

Ijab berarti penyerahan dan Kabul berarti penerimaan. Ijab dilakukan 

pihak wali perempuan dan kabul dari pihak mempelai Laki-laki. Dari 

pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan ijab, peranan 

wali dari pihak mempelai wanita sangatlah penting. Seperti yang ditegaskan 

dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya : 

"Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan 

oleh walinya. maka perkawinannya batal".'' 

Kemudian dilanjutkan dengan riwayat Ibnu Majah dan Darulquthni 

dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya : 

"Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan 

jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri". 

"Jadi pada dasarnya seorang perempuan apabila ia akan melaksanakan 
perkawinan haruslah dengan perantaraan dan seizin walinya dan tidak 
boleh in meniknhknn r|!rin'';i send-'-i.Pendnpnt ini dianut oleh Imnm 
Maliki, SyafeT dan Hambali, yang menyatakan bahwa wali merupakan 
syarat sahnya suatu perkawinan. Sedangkan Imam Abu Hanifah 
berpendapat bahwa : Wali dalam perkawinan hanya di isyaratkan bagi 
wanita yang belum Jewasa, seu,xi.fokan wanita yang sudah dewasa dan 
janda boleh mengawinkan dirinya sendiri".̂ ** 

Soemiyati, Op Cit.. him.42. 

Ibid him. 44 
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pendapat ini di dasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abas yang mengajarkan bahwa : "Orang-orang 

yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas Perkawinan dirinya dari pada 

walinya, dan gadis itu dimintakan perintah (agar ia dikawinkan) kepadanya, 

dan (tanda) izinnya ialah diamnya". Tetapi l̂ arena di Indonesia dipakai/diannt 

pendapat Mahzab Syafe'i, maka tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa 

adanya wali. Syarat-syarat shiqhat (ucapan) ijab dan kabul harus dilakukan 

dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, 

penerima akad dan saksi-saksi. 

Dalam Hukum Islam mengenai perkawinan selain dari rukun dan syarat 

perkawinan telah dipenuhi, juga diwajibkan bagi calon suami mernberikan 

mahar atau mas kawin kepada calon isterinya. Mahar ini merupakan pemberian 

wajib dari calon suami yang diberikan dan dinyatakan dalam shiqhat akad 

nikah kepada calon isterinya. 

Seperti firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 4 yang artinya : 

"berikan mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 

yang wajib....". Pemberian mas kawin besar kecilnya ditentukan berdasarkan 

persetujuan kedua belah pihak sehah pemberian ini harus ikhlas. 

Selain syarat-syarat di atas. tidak dapat dilaksanakan perkawinan 

menurut Hukum Islam kalau yang akan menikah bei lainan t*gama. Jadi Lc^ua 

mempelai harus sama-sama beragama Islam. Dalam pasa! 2 Undang-undang 

No 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
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menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari pengertian Pasal 2 Undang-Undang Nomor i Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, terkandung makna bahwa perkawinan itu sah apabila telah 

memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. sedangkan 

peneatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif biasa. 

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. I Tahun 1974 antara lain 

di tcgaskan : " Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945" 

Untuk peneatatan perkawinan baru dapat dilakukan apabila setelah 

diperiksa dan dilaksanakan menurut agama, yang dilakukan oleh seorang 

pencatat nikah yang telah mclihat sendiri perkawinan itu. Peneatatan dilakukan 

demi kepastian hukiim.^' 

Selain dari syarat dl atas, ada beberapa syarat yang ditentukan dalam 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 

!. Syarat Materil 

Merupakan syarat yang berhubungan dengan yang akan kawin harus 

seizin pihak ketiga vane ditetapkan oleh Undang-undang. vang meliputi : 

i . Syarat Materiil Mutlak 

a. Kedua belah pihak tidak terikat oleh perkawinan yang lain (Pasal 9). 

b. Persetujuan bcbas antara kedua belah pihak (pasal 6 ayat 1). 

Wawancara Penulis Dengan Bapak SupH, Wakil Panitera l*cngadilan Agama 
Palembang. Tanggal 21 Januari 2016 
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c. Setiap pihak harus telah mencapai umur seperti yang ditentukan oleh 

undang-undang (pasal 7), yaitu : Pria telah mencapai umur 19 tahun 

dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

d. Seorang wanita tidak boleh kawin lagi meiainkan setelah waktu tunggu 

dari perkawinan terdahulu yang telah dibubarkan (pasa! I I ayat 1). 

Jangka waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan dalam peraturan 

pcmerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, yang diatur dalam pasal 39 berbunyi : Waktu 

tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 

Undang-undang ditentukan sebagai berikut: 

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 

ditetepkan ! 30 (seratus tiga puluh) hari. 

b. Apab'la perkawinan putus karena perceraian. waktu tunggu bagi 

yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang 

bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan 

haniil. waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

1. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 

perceraian sedang antara janda tersebul dengan bekas suaminya 

belum pemah terjadi hubungan kelamin. 

2. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 

tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai 
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kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan putus 

karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian 

suami. 

e. Ada izin pihak ketiga (orang tua/wali), hal ini berlaku bagi seseorang 

yang hpliim mencapai umur 21 tahun (nasal 6 ayat I ) . 

b. Syaral Materiil Relatif 

Yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini, seorang yang telah 

memenuhi seluruh syarat materiil mutlak dibolehkan untuk kawin tapi tidak 

setiap orang boleh dikawininya. 

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang : 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun 

keatas. 

b. Berhubangan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya. 

c. Berhubungan semenda. yaitu mertua, anak tiri , menantu dan 

ibu/bapak tiri. 

d. Berhubungan susuan. yaitu orcing tua susuan, anak susuan dan 

bibi/paman susuan. 

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemcnakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 

seorang. 
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f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku. dilarang kawin. 

2. Syarat Formil 

Terdiri dari rormaiitas-formalitas yang harus dipenuhi sebeium 

perkawinan itu dilangsungl^an. yaitu mengenai tata cara pelaksanaan 

perkawinan. Hal ini diatur menurut peraturan masing-masing agama. 

Dari kenyataan demikian penulis menyimpulkan suatu perkawinan 

dalam adat merupakan perkawii.un yang sah apabila telah memenuhi ketentuan 

yang berlaku dalam suatu daerah itu. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dl 

jelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal hc-dasarkan Ketuhanan Yang Maha Fsa. Perkawinan 

bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dapatlah di artikan 

bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh di 

putuskan begitu saja. dengan melihat tujuan perkawinan tersebut itu perlu di 

persulit terjadinya perceraian maka di tentukan bahwa untuk melakukan 

perceraian itu harus ada cukup alasan. bahwa suami l^**-' itu tidak dapat hidup 

rukun sebagai suami istri. 

Allah Swl banyak menyinggung dala... al-Quran ...c.genai pembinaan 

hidup pribadi dan keluarga. baik dalam kisah para nabi maupun orang-orang 

terdahulu, dalam hukum-hukum, pada al-Quran itu mengatur tentang pribadi 

dan keluarga. Cara mengatur pribadi dan keluarga menurut al-Quran ialah 
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dengan iman. Jika iman tidak lagi berfungsi menuntun pribadi dan keluarga, 

sudah tidak ada kepercayaan. maka itu awal kehancuran rumah tangga. 

Keluarga adalah fondasi masyarakat, sumber kebahagiaan dan yang 

paling bisa mengantar ke surga adalah keluarga, yaitu keluarga sakinah. Tapi 

sumber malapetaka di masyarakat juga bisa terjadi dari keluarga. vaitu kalau 

keluarga itu mengalami keretakan atau perceraian. Akibat perceraian, anak-

anak tidak bisa melanjutkan studi seperti yang di cita-citakan, bahwa 

perceraian dapat menyebabkan kenakalan remaja. Pada umumny^ anak-anak 

yang di besarkan oleh orang tua tunggal (single parent), mereka lebih mudah 

mengalami frustasi, mudah terjebak dalam kasus-kasus semacam narkoba dan 

pergaulan bebas. Anak-anak semacam inilah yang sering menjadi biang kerok 

kekacaun masyarakat. Tapi semua itu bukan salah mereka semata. karena 

keluarganya berperan besar menjadikan mereka menjadi sppcrti itu. 

Aturan pengesahan nikah atau itsbah nikah, dibuat atas dasar adanya 

perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 

2 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (220 

penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun I9R0 seMc^imnna telah diuhah 

dengan LJndang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan 

Undang-Undang No. 50Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi 

Islam. 

Permohonan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau 

salah salu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang 
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bcrkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam 

wilayah hukum pemohon berlempat tinggal dan permohonan itsbat nikah harus 

dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit. " 

Ketua majelis hakim 3 (tiga) hari setelah menerima permohonan 

membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita pengganti 

untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung 

seiak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau 

sckurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama. 

Dengan demikian, pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas 

Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama, yaitu Permohonan Itsbat nikah dapat 

dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali 

nikah dan pihak Iain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada 

Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon hertempat tinggal dan 

permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang 

jelas serta konkrit. 

B. Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang 

tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama 

Suatu perbuatan hukum tentulah akan menimbulkan akibat hukum, 

begitupun yang terjadi dari suatu perkawinan yang menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi suami terhadap isterinya maupun sebaliknya si isteri 

Wawancara Penulis Dengan Bapak Supli, Wakil Panitera Pengadilan Agama 
Palembang. l anggal 21 Januari 2016 
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mempunyai hak kewajiban terhadap suaminya, menimbulkan harta bersama, 

dan tak dapat dipungkiri akan adanya keturunan yang terjadi dalam perkawinan 

Di bawah ini penulis akan menguraikan berdasarkan : 

1. Menurut Hukum Islam 

Dalam pandangan hukum Islam apabila suatu perkawinan telah 

dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama (syare'at) maka perkawinan itu 

dianggap sah oleh agama. 

"Dari perkawinan yang sah itu akan menimbulkan akibat hukum 
sebagai berikut: 

1. Kehalalan bersenang-senang dan berhubungan kelamin antara 
suami-isteri. 

2. Tetapnya keharaman kawin karena bersemendaan. 
3. Menjadikan tetapnya hak mahar bagi isteri yang wajib atas 

suaminya. 
4. Timbulnya hak dan kewajiban suami-isteri, baik yang bersifat 

materiil maupun immateriil 
5. Tetapnya nasab anak bagi suami. 
6. Bila sebeium dilangsungkan akad perkawinan diadakan syarat-syarat 

atau janji-janji antara keduanya, maka sepanjang tidak bertentangan 
dengan tujuan perkawinan dan lidak melanggar ketentuan syarat 
berlaku dan wajib ditepati oleh keduanya serta mengikat keduanya. 

7. Timbulnya keharaman isteri untuk kawin dengan laki-laki lain 
selama perkawinan dengan suaminya masih berlaku. 

8. Timbulnya keterikatan suami-isteri untuk selalu mencurahkan tenaga 
dan pikiran guna mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang 
^e'nhiera lahi"- Jnn bathin dunia akhirat. 

9. Menjadi tetapnya hak saiing mewaris antara suami dan isteri, j ika 
23 

salah seorang meninggal". 

2. Meoi^Cuc Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Akibat hukum dari perkawinan yang sah dijabarkan dalam 

beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada hakekatnya akibat 

Zahry Hamid, Op. Cit, him. 56. 
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hukum perkawinan itu sama dengan akibat hukum yang ditentukan dalam 

hukum Islam. Di bawah ini akan penulis jabarkan dalam tiga golongan yaitu : 

1. Akibat hukum yang menyangkut hak dan kewajiban suami-isteri yaitu ; 

a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tansga yane menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat 

(pasal 30). 

b. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam rumah 

tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat dan masing-masing 

pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala 

rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (pasal 31). 

c. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang sama dan 

tetap yang mereka tentukan bersama (pasal 32). 

d. Suami isteri wajib saiing cinta mencintai, hormat menghoTnati. 

setia dan memberi batuan lahir dan bathin salu kepada yang lain 

(pasal 33) 

e. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. 

Isteri wajib mengatur urusan nimah tangga sebalk-baiknya. 

Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibanya dapat 

mengajukan guguL..i kepada pc..g-Jilan.(pasal 34). 

2. Akibat hukum yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, 

meliputi: 
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a. Harta benda yang didapat selama dalam perkawinan menjadi harta 

bersama. sedangkan harta bawaan masing-masing pihak. misalnya 

sebagai hadiah atau warisan tetap berada dibawah penguasaan 

masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain (pasal 35) 

b. Mengenai harta bersama. suami i'Jteri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak sedangkan untuk harta bawaan 

masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk 

melakukan perbuatan hukum mengenai h«rta bcndanya (pasal 36). 

c. Dan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta 

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. 

3. Akibat hukum yang menyangkut anak. meliputi: 

a. Dalam pasal 42 ditentukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

yang sah kediidukanya sebagai arak sah. 

b. Suami berhak menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan 

isterinya, bila ia dapat membuktikanya (pasal 44). 

c. Timbul kewajiban antara orang tua dan anak yaitu : orang tua wajib 

memelihara anak-anaknya sampai anak itu kawin dan dapat berdiri 

sendiri walaupun rc-kawinan oranc tuanya putus. kewaiihan oranc 

tua tetap berlangsung. Sebaliknya juga kepada si anak, ia 

berkewajiban menghormati orang tuanya dan mentaati ...ereka, jika 

si anak sudah dewasa ia wajib memelihara orang tua dan keluarga 

dalam garis keturunan lurus ke atas menurut kemampuanya (pasal 

46). 
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d. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum 

melangsungkan perkawinan berada dalam kekuasaan orang tuanya, 

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Segala perbuatan 

hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan 

diwakili oleh orang tuanya (pasal 47). 

3. Menurut Hukum adat 

Dalam hukum adat apabila suatu perkawinan telah dilangsungkan 

sccara adat maka perkawinan itu sudah dianggap sah. 

Dari perkawinan itu akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut: 

"Menurut A. van Gennep Upacara perkawinan itu merupakan suatu 

upacara peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, maksudnya 

adalah 

1. Yang tadinya hidup ternisah setelah melampaui upacara-upacara 
perkawinan menjadi hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama 
sebagai suami isteri. 

2. Semula mereka masing-masing merupakan seorang warga keluarga orang 
tua mereka masing-masing, setelah melampaui upacara-upacara mereka 
beidua merupakan keluarga sendiri. 

3. Membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, dan mereka pimpin sendiri, 
dimana suami isteri berkendudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan 
ibu dalam satu rumah tangga/keluarga, baik terhadap anak kandung 
maupun bukan anak kandung. Suami isteri juga memikul tanggung jawab 
untiik tidak ^njn meneiin?';. memelihara dan mendidik schaik-haiknva 
anak-anak kandung, bukan anak kandung, termasuk anak kemcnakan. 
Seperti yang terjadi diberbagai daerah. 

4. Setelah perkawinan biasanya harta suami isteri disebut sebagai harta 
sepencaharian (gono-gini jawa) yaitu semua harta dikuasai suami isteri 
selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang 
dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, liarta 
hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian bersama suami isteri 
serta barang-barang hadiah".̂ "* 

Hilman Hadikusuma, Op.CU, him. 140. 
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4. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Adanya perkawinan menurut Hukum Perdata Barat menimbulkan 
akibat hukum sebagai berikut: 
1. Terdapatnya hak dan kewajiban suami isteri dalam hal: 

a. Suami isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam 
bersama-sama. saiing memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik 
anak. 

b. Karena Undang-undang memandang perkawinan sebagai suatu 
perkumpulan rnaka suami ditetapkan sebagai kepala atau pengurusnya. 

c. Suami mengurus kekayaan bersama dan juga kekayaan isterinya. 
d. Menetapkan tempat kediaman bersama-sama. 
e. Melakukan k -̂kuasaan orang tua. 
f. Membantu isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum, 

2, Akibat-akibat lainnya : 
a. Suami menjadi waris dari isteri dan begitu juga sebaliknya, apabila 

salah Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak sah. 
b. satu meninggal dalam perkawinan itu. 
c. Larangan adanya jual beii antara suami isteri. 
d. Tidak boleh menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan 

sebalinya juga. 
e. tidak boleh diadakan perjanjian perhunihan antara suami isteri. 
f. Suami tidak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan teihadap 

isterinya dan begitu juga sebaliknya (misalnya pencurian)".''^ 

Pasal 49 angka (22) penjelasan undang-undang No. 7 tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan 

Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan 

hanya perkawinan yang dilangstingkan sebeium berlakunya Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum islam 

memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebeium atau sesudah berlakunya 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. 

" Subekti, Op. O/ . him. 3t 
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Dengan demikian berdasarkan wawancara penulis pada Pengadilan 

Agama palembang. bahwasanya pcngajuan pengesahan pemikahan tidak dapat 

dilakukan terhadap pemikahan selelah tahun 1974 atau lahirnya undang-

undang perkawinan, tetapi Kompilasi hukum islam hanya memberikan 

kesemnatan baei merreka yane incin melakukan permohonan itsbat nikah 

dalam rangka penyelesa'an perceraian yang tidak dibuat secara tersendiri, 

meiainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian-^*' 

Dengan demikian akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan 

perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh 

Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut atau nikah sirri tersebut tetap 

merupakan pemikahan yang tidak Svih menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 atau Kompilasi hukum Islam. 

Wawancara Penulis Dengan Bapak Supli. Wakil Panitera Pengadilan Agama 
Palembang. Tanggal 21 Januari 2016 
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Pihak pemohon yang berkepentingan dengan pengesahan pemikahan 

tersebut, harus mengcmukakan dengan jelas alasan yang nyata untuk 

kepentingan apa permohonan pengesahan pemikahan. 
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